RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2015-2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang
telah melimpahkan kasihNya sehingga penyusunan Rencana Strategis
Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon 2015-2019 dapat diselesaikan
dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota
TomohonTahun 2015-2018 merupakan pedoman selama lima tahun ke
depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi
pemilihan Umum Kota Tomohon, vang disusun dengan
mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang
menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang
dihadapi Komisi pemilihan Umum Kota Tomohon. Renstra dirumuskan
untuk menjadi arahan bagi KPU Kota Tomohon dalam upays mencapal
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan pimpinan dan semua
stal KPU Kota Tomohon dapat melaksanakannya secara akuntabel dan
senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Semoga dokumen perencanaan ini  bermanfaat dalam
mewuivdkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagai lembags
penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas,
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

NOMOR : 04 /Kpts/KPU-Tmh-023.436302/ 2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Menimbang :

Mengingat :

KOTA TOMOHON TAHUN 2015-2019 .

-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

a. bahwa dalam rangka mewuiudkan penvelenooaraan Pemilinan
Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas,
demokratis, damai, jujur, adil, dan dilaksanakan secara serentak,
diperivkan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum

sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat
rl.artzu"m.ﬂlI tetan dan I'I"I?Il'll'ﬂ'l'll‘

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan

—

Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi
Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perencanaan
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang MNomor 25
Tahun 2004 tentang Sictem Perancanaan Pembanounan Masianal
yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan
oleh Komisi Pemilihan Urnum;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d.imaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Damilp Umum tentang Bencana Strategic Komici Damilihan
Umum Tahun 2015-2019;

Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonosia tahun 200M Momor 101, Tambahan Lomharan Megara
Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Ld

Pemilihan umum (Lembar Negara Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246 );

. Peroturan Presiden Nomor 2 Tohun 2015 icniong Rencens
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3 );

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Froving:, Oan Romis Pemaenan  Umem Kabupaten/Kots
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Momor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemiiihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisl Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisl Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
MNomar 22 Tahun 2008;



Memperhatikan :

Menetapkan :

PERTAMA
KEDUA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan:

L2

Surat Sekretaris Komisi Pemilthan Umum RI  Nomor
1747/5)/¥112015 Tanggal 16 Desember 2015, perihal
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan
Umum,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG RENCANA
STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN
2015

Menetapkan Rencana Strategls Komisi Pemilihan Umum Kota

Tomohon Tahun 2015-2019;

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun

2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah

dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5

(lima) tahun terhitung sejak tahun 2015-2019:

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun

2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi

uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi

Femilihan Umum.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun

2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun

sebagai acuan:

I. Penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum  Kota
Tomohon;

2. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawes
Utara, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, dan pemangku
kepentingan lainnya:

3. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan
lingkup Komisi pemilihan Umum; dan

4. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan.

Rencana strategic Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun

2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum

dalam Lampiran Keputusan Ini yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan

1. Ketua KPU di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi SULUT di Manado

3. Arsip
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PENDAHULUAN

Sebagalmana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan MNasional maka yang
dimaksud dengan perenconoon adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pengertian
strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi. Rencana strategis kementerian/lembaga
berlsi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesua
dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPIM Nasional dan
bersifar indikatif,

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga konstitusional
independen yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011 untuk menyelenggarakan pemilihan emum secars nasional dan lokal.
Berbagai tantangan dan parmasalahan baik yang datang dari internal maupun
eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan
politik, ekonomi, scsial dan budaya masyarakat.

Oleh karena itu, tantangan dan permasalahan dijawab secara strategis
melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan
potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan
lingkungan strategis organisasl dan akhimya menetapkan apa yang hendak
dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota
Tomohon mengacu pada Renstra Komisi Permnilihan Umum Republik indonesia
yang tertusng dalam Keputusan KPU Momor: 63/Kpts/KPU/Tahun 2015
tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.
Renstra KPU RI sendiri disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Masional 2015 - 2019 yang Sesuai dengan Peraturan dan
Penelaahan Renstra K/L 2015 - 2019,

Teknis penyusunan Renstra KPU Kota Tomohon mengacu pada
Pedoman Pelaksanaan Sistern Akuntabilitas Kinerfa Komisi Pemilihan Umum
sebagaimana lampiran 1 Surat Edaran KPU Nomor 1747/51/1/2015 tanggal
16 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja KPU.

Rrncong Rroreph AP Kot Famobon  Tefs X0 5-H115 I



Untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra, KPU Kota Tomohon
membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Renstra.

Beberapa arahan penyusunan Renstra sesual Surat Edaran KPU
Nomor 1747/55/%1/ 2015 adalah:

Visi disamakan dengan visi Renstra KPU RI:

= Misi diperoleh dari Renstra KPU Rl dan disesuaikan dengan tugas dan
fungsi KPU Kabupaten/kota;

= Tujusn dan sasaran strategis diperoleh dari Renstra KPU Rl dan
disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten/ota, dimana
dijadikan dasar untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Renstra Satker KPL) Kabupaten/Kota:

- Arah kebijakan disusun untuk mencapai sasaran strategis. Strateg
impelemtasi kebijakan dirumuskan dengan mempartimbangkan
faktor budaya KPU Kabupaten/Kata masing-masing:

Program dan kegiatan disamakan dengan Renstra KPU RiI dan
disesuaikan dengan tupoksi KPU Kabupaten/Kota:

- Target Kinerja dan Pendanaan diperoleh dari Renstra KPU Bi
disesuaikan dengan tupoksi KPU Kabupaten/Kota.

L1 KOMNDISI UMUM

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum [pemilu)
merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini
bermakna bahwa pemilu merupakan Instrumen terpenting dalam mengukur
tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjglanannya Indonesia
telah berhasil menyelenggarakan Pemilu nasional sebanyak 11  (sebelas)
kali dengan beragam konstelasi politk yang melingkupinya. Sementara
ity penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur
sulawesi Utara secara langsung telah dilaksanzkan sebanyak 3 (tiga) kall yaitu
Tahun 2005, 2010 dan 2015. Untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala
Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tomohon secara langsung telah
dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali valtu Tahun 2010 dan 2015,

>ebagal lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan
fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan
pengganti darl Undang- Undang Momor 22 Tahun 2007 yang sejatinya
mengalami penyempurnaan dalam konsep birckratis, terutama pada
kensep kemandirian penyelenggara  pemilu. Penyempurnaan aturan

e B e e ——————————
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tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan
lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional [constitutional
importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan
mandirl dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil. Sifat sebagai lembaga yang “tetap” secara
hirarkis diatur sampai ke tingkat KPU Kabupaten,/Kota, termasuk didalarmnya
KPU Kota Tomohon.

KPU Kota Tomochon sebagai Penyelenggara Pemilu sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Momor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilu, dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan
berpedoman pada azas mandini, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan
Pemilu, terbuka, professional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU Kota
Tomohon adalah menyelenggarakan Pemilu di wilayah Kota Tomohan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemiliban Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU
Nomor 01 Tahun 2010, maka KPU Kota Tomohon sebagaimana halnya KPU
Kabupaten/Kota yang lain, merupakan bagian dari Komisi Pemiliban Umum
Republik indonesia (KPU RI) dan merupakan penyelenggara pemilu di Kota
Tomchon. Ketentuan ini mengandung pemahaman bahwa KPU Kota
Tomohon sebagal bagian integral institusi KPU yang bersifat nasional, tetap
dan mandiri, merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap
pelaksanaan Pemilu di wilayah Kota Tomohon,

Peran strategis Komisi Pemilihan Umum tercermin dalam uraian
tugas. fungsi dan kewsjiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum
hingga ke tingkat Kabupaten/Kota. Uraian tugas dan fungsi sera kewajiban
tersebut terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif [DFR, DPD dan
DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah
{Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota).

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-
undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan
wewenang KPU Kota Tomoheon dalam penyelenggaraan Pemilu Angpota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwazkilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah meliputi:

Benrony Srotepl £FU Katr Tamehan Tobse 20EE M9 ¥



a. Menjobarkan program dan meloksonakon oggaran serta menetapkan
Jjodwal di Koto Tomohon;

b. Melgksanakan semua tohapar: penyelenggaroon di Kote Tomohen
berdasarkan ketentuan peroturan perundang-undangan;

€. Membentuk PPK, PPS, dan KPP3 dolom wilayah Koto Tomohon;

d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan
oleh PPK, PPS, dan KPPS dalom Kota Tomohon;:

e. Menyompaikan doftar pemiith kepada KPU Provinsi Sulowesi Utara;

F. Memutakhirkan doto pemilih berdasarkan dota kependudukan yang
dislapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengen memperhatikon
dota pemily denfatau pemilihan Gubernur, don Bupati terakhir dan
menetapkonnya sebagai dafrar pemilib;

g. Menetapkan don mengumumkon hasil rekopitulosi penghitungaon
sugra Pemilu Anggotn Dewon Perwokilan Rokyat Doerch Kotg
Tamohon berdasarkan hasll rekopitufasi penghifungon suorg o
tingkat PPK dengan membuat berito acara rekapitulasi suare dan
sertifikat rekapitulasi suoro;

h. Melokuken dan mengumumkan rekapitulasi hasil peaghitungan suara
Pemilu Anggota Dewon Perwokilon Rakyat, Anggota Dewan
Perwakilan Doergh, dan Anggoto Dewan Perwokilon Rakyat Daeroh
Provins! Sulawesi Utara dan Kota Tomohon berdasarkan berita acarg
hasil rekapitulesi penghitungan suara i tngkat PPK;

i. Membuat berito ocare penghitungan swara  don sertifikat
penghitungan sugra serta wajib menyerabkannya kepodo soksi
peserta pemilu, Panwasly Kota Tomohon, dan KPU Provins Sulowes!
Utara;

i- Menerbitkan keputusan KPU Koto Tomohen untuk mengesahkon hosil
Permilu Anggota Dewan Perwakilan Rokyat Doeroh Kot Tomohon don
MENgumumkaniya;

k. Mengumumbkan calon anggota Dewon Perwakilan Rakyat Daoergh
Keta Tomohon terpilih sesuai dengon olokasi jumiah kursi setigp
doerah pemilihan di Koto Tomohon don membuat beritg OCOranya;

I. Menindaklanjuli dengon segero temuan dan loparon  yang
disompaikon oleh Panwasly Koto Tomohon:

m. Mengenakan sonksi odmimistratif don/otau menonaktifkan
sementoro onggata PPE, anggota PPS, Sekretaris KPU Koto Tomohon,
dan pegowal sekretoriot KPU Kota Tomohon yang terbukt! melgkukan

Rencens Strarrgs KPU Futs Tt Tobar BB T8
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tindakan  yang  mengekibatkan  terganggunya  tohapan

penyelenggargon pemilu berdasarkan rekomendasi Panwasly Kota

Tomohon dan/etau ketentuan pergturan perundang-undangan;

n. Menyelenggorakan sosiolisasi penyelenggoraan pemilu dan/otou
yang berkoiton dengan tugas dan wewenaong KPU Koto Tomohon
kepoda mosyarokot;

0. Melakukan evaluasi don membuat loporan setiop tohapan
penyelenggaroan pemily; don

P. Meloksanakan tugas don weweneng lain yang diberikan oleh KPU,
KPU  Provinsi Sulowesi Utora, den/otov peraturan perundong-
undangan,

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenang KPU Kota Tomohon
dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

a. Menjabarkan program dan meloksonokan oggaran serto

menetapkan jodwal di Koto Tomahon:

b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraon di Kota Tomohaon
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan:

. Membentuk PPK, PS5, dan KPPS dafom wilayah Kota Tomaobon;

d. Mengoordingsikan don mengendalikan tohapon penyelenggaraan
oleh PPK, PPS, dan KPPS dolam Kota Tomohon:

e. Memutakhirkan data pemilih berdosarkon dato kependudukan
yong disiopkan dan diserohkon oleh  Pemerintoh dengan
memperhatikan date pemilu dan/atow pemilihan gubernur, dan
bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

I Menyompaikan daftor pemilih kepada KPU Provinsi Sulowes!
Utara;

g. Melakukan dan mengumumkon rekopitulasi hasil penghitungan
suara Pemilu Presiden don Wakil Presiden oi Kabupaten/Kota yang
bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungon suara
di PPK dengon membuat berita ocara penghitungan suorg don
sertifikat penghitungan suarg;

h, membuat berlta ocare penghitungan suarg den sertifikat
penghitungon suora serta wajib menyerahkonnya kepode saksi
peserta pemily, Ponwoslu Koto Tomohon, dan KPU Provinsi
Sulowesi Utara;

“
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i, Menindaklonjuti dengan segera rekomendasi Ponwaslu Kotg
Tomohon otas temuan dan laporan dugaan pelonggaran Pemilu;

Jo Mengenokan sonksi odministrotif donfotou  menonaktifkan
sementara anggoto PPK, anggote PPS, Sekretaris KPU Kota
Tomeohon, dan pegawal sekretariot KPU Kota Tomohon pang
terbukti melokpkon tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan penyelenggaroan pemilu  berdasarkan rekomendasi
Ponwaslu  Koto Tomohon donfotou ketentuon peraturan
perundang-undongon;

k. Melgksanakan sosialisasi penyelenggaroan pemilu dan/otau yang
berkoitan dengon tugos dan wewenang KPU Koto Tomohon
kepodo masyorakot;

I Melgkukan evaluasi dan membuat loporan setigp tohapan
penyelenggoroon pemilu; dan

m. Melgksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,
KPU Provinsi Sulawes! Uloro, don/otou peroturan perundang-
ungangan.

Untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasal 10
ayat (3) Undang-undang MNomor 15 Tahun 2011 mengatur tugas dan
kewenangan KPU Kota Tomohon sebagal berikut:

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan
pemilihan bupati/walikota meliputi:

a. merenconokan  progrom, onggaron, don  jodwal pemilihan
bupatifwalikota;

k. menyusun dan menetopkan tata kerja KPU Kabupaten,/Kota, PPK, PPS,
dan KPP5 dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan
pedoman darl KPU dan/atou KPU Provinsi:

€ menyusun den menetapkan pedoman teknis untuk setiop tohopan
penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikoto berdasorkon ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. membentuk PPK, PPS, don KPPS dolom pemilihan gubernur serta
pemilihan Bupati/Wolikota dalam wilayoh kerjonya;

e, mengkoordinasikon, menyelenggarakan, don mengendalikan semug
tohapan penyelenggaroon pemilihan Bupati/Walikoto berdasarkan
ketentuan peraturcn perundang-undangan dengan memperhatikan
pedoman darl KPU dan/atau KPU Provinsi;

e e
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£ menerima daftar pemilih dari PPK dolom penyelenggaroon pemilthan
Bupati/Walikota;

g memutokhirkan doto pemilih berdasorkon data kependudukon yang
dislapkan don diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan
date pemilu danfotou pemilihon Gubernur dan Bupati/Walikota
terokhir dan menetapkaonnya sebagoi daftar pemilih;

h.  menerima daftar pemilih dari PPK dalom penyelenggaraan pemilihan
Gubernur don menyampaikannya kepada KPU Provinsi:

i. menetapkan colon Bupati/Walikots yong teloh  memenuhi
persyaraton;

J- menetapkan don mengumumkan hosil rekapitulasi penghitungan
suorg pemifihon BupotiWalikota berdosarkan rekopitulasi hasil
penghitungon suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang
bersangkutan;

k.  membuat berita orara penghitungon suarg serto meémbuat sertifikat
penghitungan suaro dan wajib menyerahkonnya kepada saksi peserto
pemilihan, Panwasiu Kobupaten/Kota, dan KPU Provinsi:

I menerbitkan keputuson KPU Kobupaten/Xota untuk mengesahian
hasil pemilihan Bupati/Walikato don mengumumkannya;

m.  mengumumkan cafon Bupaty/Walikota terpilih dan dibuatkon berita
acaranyo;

n. meloporkan hosil pemiliban Bupati/Walikoto kepada KPU melolui KEU
Prowvinsi;

0. menindgkignjuti  dengon  segerc  rekomendosi  Panwosly
Kebupaten/Kole otas temuan don loporan adonya dugaon
pelanggaran pemifihan;

g mengenakan sanksi administrotif den/otow menonaktifkon sementara
anggota PPK, anggoto PPS, sekretoris KPU Kobupaten/Kota, dan
pegawal sekretariat KPU Kobupaten/Koto yang terbikti melakuwikan
tindokan  yong  mengokibatkon  terganggunya  tohopon
penyelenggaraan pemnilihan berdasarkan rekomendasi  Ponwosly
Kabupaoten/Kota danfotou  ketentuon  peraturan peErundang-
undongan;

q. melaksanakan sosialisasi penyelenggoroon pemilihon Gubernur,
Bupatl, dan Walikota dan/atau yang berkaiton dengan tugas KPU
Kobupaten/Kota kepoda masyarokot:

“
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meloksanakon fugos don wewenang yang berkaiten dengan
pemilihon Gubernur berdosarkon kefenfuan peraturan perundang-
undangon dan pedoman KPU dan/otov KPU Provinsi;

melokukon  evaluosi don membuat loporan penyelenggarocn
permilihan Bupati/Waolikota;

menpampaikan hasil pemilihon Bupoti/Walikota kepoda Dewen
Perwokilon Rokyot Doerah Provinsi, Menteri Dolam  Neger,
Bupati/Wallkots, don Dewon Perwokilon Rokyot Doerah
Kabupaten/Kota; dan

melaksanakan tugos don wewenang lain yang diberikan oleh KPU,
KPU Provinsi, danfotou yang sesuol dengan ketentuan peraturan
perundang-undongon

Menyangkut kewajiban dalam pelaksanaan Pemily, Pasal 10 ayat (4]

Undang-undang Nomaor 15 Tahun 2011 mengatur bahwa KPU Kota Tomahan

sebagaimana halnya KPU Kabupaten/Kota yang lain, datam Pemilu Anggota
DPR,DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan
Gubernur, dan Pemilihan Bupati berkewajiban:

o

Meioksonakan semua tohapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat
waktu;

Memperigkukon peserto Pemily don pasangon colon Presiden dan
Wakil Presiden, calon Gubernur, dan Bupati secarg adi dan setara;
Menyampaikan semuo informasi penyelenggoroan Pemily kepada
masyarokat;

Meloporkan pertanggungjowaban penggunoan onggeron sesugi
dengon ketentuan peroturan perundang-undangan;

Menyampaikan loporon  pertanggungjowoban semua  kegiatan
penyelenggaroan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi Sulowesi
Litara;

Mengeloio, memelihora, don merowot orsip/dokumen serto
mefaksanakan penyusutannya berdasarkan jodwal retensi arsip yang
disusun ofeh KPU Kote Tomohon dan lembogo kearsipon Koto
Tomohon berdosarkon pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI:
Mengelolo borang inventaris KPU Koto Tomohon berdosgrkaon
ketentuan peroturan perundang-undangan;
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h.  Menyampaikan laparan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan
Pemily kepada KPU daon KPU Provinsi Sulowesi Utarg serfo
menyampaikan tembusannyo kepodo Bowasiu;

L Membuat berita ocarg pode setiop rapat pleno KPU Koto Tomohon
dan ditandatangani oleh ketuo dan anggota KPU Kota Tomohon,;

) Menyampatkon data hasil pemilu dari tiop-tiap TPS poda tingkat Kata
Tomohon kepoda peserta pemilu poling lama 7 hori seteloh
rekapitulosi di Kota Tomohon;

k. Melaksanakan keputuson Dewan Kehormoton Penyelenggara Pernilu
(OKPP); dan

I Melaksangkan kewgjibon lain yong diberikan KPU, KPU Provinsi
Sulewesi Utaro dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya KPU Kota Tomohan
dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu
oleh 4 (empat) orang Kasubbag,

Tugas Sekretariat KPU Kota Tomohon adalah -

L Membantu menyusun program dan Pemily:

2. Memberikan dukungan teknis administrasi:

3. Membantu peloksanoan tuges KPU dolam menyelenggarakon
Pemilu;

4. Membantu pendistribusian periengkapan penyelenggaroan Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rokyat, Dewan Perwokilan Daerah don
Dewan Perwakilon Rokyat Doeroh, Pemily Presiden don Wakil
Fresiden, serto Pemilu Kepolo Daerah don Wakil Kepala Doergh
Prowinsi;

3. Membantu perumusan don penyusunan rancangan keputuson KL
Kota;

6. Membantu penyusunan laporon penyelenggaroan kegiotan dan
pertanggungiowaban KPU Kota;

. Membontu peloksonoon tugas-tugos loinnya  sesuai dengon
peraturan perundong-undangan.

Fungsi 5ekretariar KPU Kota Tomohon adalah -

I. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemiiu di Kota;

2. Memberikan pelayanon teknis pelaksanaan Pemily di Kota:

3. Memberikan pelayanan edministrasi yong meliputi ketatausahaan,
kepegawoian, anggaran dan periengkapan Pemilu di Kota:
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4. Membantu perumusan dan penyusungn rancongan keputuson KPU
Kota;

5 Membaonty perumusan, penyusunan dan memberikon bantuon
hukum serta Memfasilitasi penyelesaion sengketa Pemilu di Kota
Tomohon. Membantu peloyanon pemberian informasi Pemiiy,
portisipasi dan hubungon masyerokat dolom menyelenggarakan
Pemilu di Kobupaten;

6. Membantu pengeloloan data dan informasi Pemilu dif Kota;

7. Membantu pengeloioon logistik don  distribusi  borong/fjosg
keperiuan Pemily Di Kota;

8 Membantu penyusunaon kerjasama antar lemboga di Kota.

Wewenang Sekretariat KPU Kota Tomahon:

1. Mengodakan periengkapan Pemilu sebagoimano dimaksud pada
huruf o sesuol dengan perundang-undangan.

2. Mengangkat pejabat fungsional don tenago professional
berdasarkan kebutuhan atos persetujuan KPU Kota Tomohon;

3. Memberikon loyonen  odministrosi,  ketotousehoon  don
kepegawoion sesugl dengan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dapat
dilihat pada struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1,
Struktur Organdsasi KPU Kota Tomohon
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Untuk memudahkan koordinasi kerja di wilayah kecamatan yang
mencakup 5 kecamatan dan 44 kelurahan, KFPU Kota Tomohon membagi
struktur wilayah koordinasi pada 5 (ima) wilayah koordinasi. Adapun
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pembagian wilayah koordinasl adalah sebagasimana dapat dilihat pada Tabel
berikut ini

Tabel 1
Pembagian Wilayah Koordinasi Komisioner KPU Kota Tomohaon

PEMBAGIAN TUGAS KDORDINATOR WILAYAH
KPU KDTA TOMOHOMN
| Ketus | Beidie A Tombeg, ST, M.Ars m__ﬂ;";g“ﬁ
Angmota | Ors. Hamyanto Lasut rmﬁinmi:m:
| |_Anggota | Feriensius Pangaliia, SH, MH St ik
aaggors | PRbyGootn ST |
Anggota Stenly Kowass,sp | KORWHL

Struktur organisasi Sekretariat KPU Kota Tomohon adalah
sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat KPL Kabupaten / Kota

Linaruleir: Prramaren EPMU Momae @ ooy Soom

Selain dukungan struktur organisasi, komposisi SOM sekretariat KPU
Kota Tomahen cukup memadai dalam menunjang kinerja implementasi fugas
dan kewenangan KPU Kota Tomohon, Komposisi SDM Sekretariat dapat
dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi SDM Sekretariat KPU Kota Tomohon berdasarkan Status
Kepegawaian

e

Status Pegawad Jumiah Persentase
Pegawai Organik KB 11 orang AT B2
Pegawal DPK Pemior 6 orang 26,09%
Tenaga Honorer/ Kontrak  Gorang 26,09%
£ Total 23 arang 100%
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Tabel 3. Eomposisi SOM Sekretariat KPL Kota Tomohon berdasarkan Pendidikan

a

Tingkat Pendidikan Jurnilah Fersentass
SLTA sederajat 10 orang 43,48%
B Diploma 1 orang 4.35%
51 ' 5 pfang 21,74%
: 52 : 7 orang 30,43%
i__ i Total ‘: 23 orang 100% |

Sarana dan prasarana berupa gedung serta gudang logistik barstatus
milik sendiri. Pembangunan Gedung Kantor diselesalkan tahun 2011 dengan
hibah tanah dari Pemerintah Kota Tomohon.

Kendaraan dinas roda 4 berjumlah 3 (tiga) unit dengan status milik
sendiri. Kendaraan roda 2 berjumlah 6 (enam) unit dengan status milik
sandin

Arah kebijakan Komisl Pemilihan Umum untuk meningkatkan tata
kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelalaan
keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui
Jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisl Pemilihan
Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini
merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan
dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis
organisasl. Sesual dengan Peraturan Presiden Nomar 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dan Permenpan
Nomaer 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014,
maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan  Umum mencakup 8
(delzpan) area perubahan, antara lain:

(1)  Ovganisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan
dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan
tidak turmpang-tindih serta indikator kinerfa yang terukur dari
unit terkecil sampai unit terbesar:

(2} Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektil, efisien dan
terukur melalui pembangunan SOP dan sistem  informasi e-
government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama
vang diperiukan unit kerja dan stakeholders:

'—“
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131 Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan
oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan
peraturan perundang- undangan lain:

{4)  Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen
KPU  yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang
handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen,
formasi dan penempatan, pola karir dan sistemn informasi
kepegawaian yang handal;

{5)  Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan
dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di
lingkungan Setjen KPU;

(6)  Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerfa di lingkungan
Setjen KPU;

(7] Peningkatan  kualitas  pelayanan publik yang diwujudkan
dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder
dalam peningkatan pelayanan; dan

{8)  Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang
terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja
tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan
memegang teguh kode etik aparatur negara,

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN
Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor Internal
arganisasi yang berupa kekuatan {strengths) dan kelemahan [weakmesses)
sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang
{opportunities) dan ancaman (threats) yang dinadapl KPU, maka analisis
petensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi
yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke
depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembogaan,
Aspek Sumber Doya Manusio, Aspek Kepermimpinan, Aspek Perencanaan
dan Anggaran, Aspek Bussiness Process don Kebijokon, Aspek Dukungan
infrastruktur don Teknologi  Informasi, dan Aspek Hubungan dengan
Stokeholders.
121, Potensi
a. Aspek Kelembogoan:
L Struktur kelembagaan KPU Kota Tomohon telah mampu mendukung
tugas dan fungsl yang diemban,
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2. Setiap lini organisasi KPU Kota Tomohon telah mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi KPU Kota Tomohon sebagai penyelenggara Pemilu.

b. Aspek Sumber Doya Manusia:

L Setiap pegawal KPU Kota Tomohon telah memahami dengan jelas
tugas dan fungsi organisasi dan memiliki pengalaman kerja di KPU sejak
awal berdiri,

2. Pegawai telah memahami ketentuan kepegawaian dalam UU Aparatur
Sipil Negara dan telah memahami kode etik penyelenggara Pemilu,

C. Aspek Kepemimpinon
1. Pimpinan organisasi mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk

terciptanya komunikasi organisasi yang efektif,

2. Pimpinan organisasi memiliki kemampuan mengelola sumber daya
organisasi dengan baik.

3. Fimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling
menghormati antar sefuruh elemen organisasi,

4. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan telah berupaya
mewujudkan budaya kerja organisasi yang  produktif dengan
menegakan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.

5. Pimpinan organisasi berupaya membangun reputasi dan pengakuan
pubdik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanoan dan Anggaron
1. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan

melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.

2. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

3. Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan menerapkan Standar
Akuntasi Permerintahan.

4. Administrasi pertanggungjowaban kegiatan dan anggaran sudah
memadai.

e. Aspek Bussiness Process dan Kebijoken

1, Beberapa aspek kegiatan dan layanan institusi KPU Kota Tomohon tefah
dilengkapi dengan Standard Cperating Procedure (SOP) yang jelas.

4. Perumusan kebijakan KPU Kota Tomohon melibatkan seluruh kemponen
terkait secara internal maupun eksternal.

3. Kebijakan yang diambil, sekalipun mempertimbangkan masukan dari
stakehaolder, namun tidak mengurangi kemandirian dan independensi KPU
Kota Tomohon dalam pengambilan keputusan.

il L
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4. Monitoring dan Evaluasi terhadap setiap kebijakan dilaksanakan secara
Futkn,

3. Perbaikan terhadap kebijakan organisasi dilakukan secara cepat dan tepat
(sesuai ketentuan perundang-undangan)

f. Aspek Dukungan infrastruktur dan Teknologl Informasi

1. Aplikasi Teknologi Informasi yang diterapkan KPU RI mampu diadaptasi
dan diimplementasikan oleh KPU Kota Tomahon.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi telah  cukup  memadai Euna
meningkatkan kinerja organisasl,

3. Teknologi informasi yang digunakan telah mampu meningkatkan
pelayanan kepada publik / stakeholders.

¢ Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

L. KPU Kota Tomohon telah berhasil membina hubungan baik dengan
stakeholders.

2. KPU Kota Tomohon berusaha selalu melakukan komunikasi dengan
stakeholders untuk mengetahul tanggapan dan harapan stakeholders.

3. KPU Keta Temohon berupaya membangun brond image positif dan disukai
stakeholders, namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan

4. Keordinasi dan komunikasi dengan pemerintah terjalin baik.

5. Koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah, Parpol dan pihak lainnya
tidak menurunkan kualitas independensi dan kemandirian Institusi KPL
Kota Tomohon,

12.2. Permasalahan

a. Aspek Kelembogaan:

1. Belum meratanya komitmen terhadap peningkatan kirerja institus,

4. Struktur divisi belum sinkron dengan struktur kesekretariatan (sub
bagian).

b. Aspek Sumber Dayo Manusio:

1. Pembinaan pegawal dalam bentuk diklat teknis masih belum cukup
memadai. Jumlah staf yang lulus diklat pengadaan barang dan jasa serta
diklat perbendaharaan masih terbatas  begitupun dengan Diklat
Kepemimpinan dalam tingkatan yang masih diatur oleh Pusat sehingga
lambatnya pendidikan dan pelatihan tersebut yvang memakan waktu

m
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bertahun-tahun untuk pegawai kab/¥ota harus antri mendapatkan
pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tersebut,

2. Jumiah pegawai secara keseluruhan telah cukup untuk melaksanakan
fungsi institusl. Namun demikian jumlah pegawal di unit/divisi/bagian
tertentu belum cukup seimbang dengan beban pelaksanaan tugas rutin
apalagi untuk pelaksanaan tugas tahapan Pemilu/Pilkada.

3. Jumiah kegiatan pembinaan SDM yang diikuti masih belum cukup, dimana
masih belum menjangksu semua aparatur yang ada. Hal ini memiliki
korelasi dengan anggaran untuk pembinaan SDM melalui pembiayaan
kegiatan Diklat, Pelatihan dan keglatan pembinaan lainnya yang masih
kurang.

4. Pelaksanaan sistem penghargaan dan sanksi {reward and punishment) dan
disiplin pegawai belum berjalan dengan baik dan belum seimbang.

c. Aspek Kepemimpinan

1. Sekalipun pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU Kota
Temohon memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kota Tomohon ke
arah yang lebih baik, namun proses sesialisasi visi {shored vision) sampai
pada tingkat paling bawah masih belum berjalan dengan baik.

d. Aspek Perencanaon dan Anggaran

1. Sistem penganggaran yang partisipatil (bottom up) secara formal telah
diterapkan, namun belum konsisten dalam tataran implementatif
Kegiatan dan anggaran yang diajukan banyak yang tidak diakomodir.

4. Alokasi anggaran cenderung sama antar KPU Kota / Kabupaten tanpa
mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan faktual serta perbedaan
karakteristik dan georafis di masing — masing KPU Kabupaten/Kota.
Contohrya di KPU Kota Tomohon yang memiliki daerah pegunungan dan
daratan seperti yang terlihat dalam peta berikut ini:

h
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Gambar 3. Peta Kota Tormohon

e, Aspek Bussiness Process dan Kebljokan

1. Belum semua unit layanan disiapkan SOP yang memadal dan mudah
dipahami,

4. S0P yang ada belum tersosialisasikan dengan baik sehingga belum
dipaharni dengan jelas oleh selunih elemen organisasi.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologl Informasi

L. Infrastruktur KPU Kota Tomohon masih perlu dibenah, khususnya gedung
tempat bekerja Sekretariat. Hal ini dianggap penting karena ruangan yang
tersedia tidak representative dengan jumlah pegawai dan enaga
pendukung yang ada.

2. Aset tanah, gedung dan barang modal milik negara masih perlu
pembenshan dalam hal penataan administrasi dan perawatan.

g- Aspek Hubungan dengan Stakeholders

1, KPU Tomohon berupaya memberikan program-program yang riil dan
strategis kepada stakeholders yang ada.

2, Alokasi anggaran di tahun yang tidak ada kegiatan tahapan cenderung
kurang untuk keglatan kerjasama dengan stakeholder,

Cisamping permasalahan tersebut, KPU Tomohon juga dihadapkan
pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemily, baik pemilu
nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi
secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:
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- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu
sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi,

termasuk didalamnyz adalah masalah transparansi dan akuntabilitas

kinerja KPLL

Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat,

- Perilaku menyimpang dari elit Parpol/Tim Kampanye sebagai baglan
darl strategi pemenangan, misalnya prakiek money palitics.
Regulasl undang-undang terutama phkt Undang-undang Politik yang

Ll3lu berubakh.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka
dirumuskan faktor-faktor kunc yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman
dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel 3 berikut:
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Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi
pengembangan SWOT yang dapat ditempuh adalah:

1. strategi STRENGTH - OPPORTUNITY [5-0)
Strategi untuk memanfoatkon pelugng dengan jolan mendoyogunakan
kekuaton yang dimiliki organisasi:

a. Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil,
fransparan, akuntabel dan mandiri

b. Optimalisasi kemampuan adaptasi dan aplikasi teknologi informasi untuk
memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi dan Social Media
{Socmed) serta biooming media masa cetak dan online, sebagai media
pendidikan politik dan pendidikan pemilib [voters education) dalam
rangka meningkatkan partisipasi pemilih.

. Meningkatkan kompetensi SDM yang telah berpengalaman  dan
memahami tupoksi KPU dengan memanfsatkan peluang pendidikan
formal maupun diklat teknis yang ada.

d. Mengembangkan performa dan komitmen pemimpin berbekal hubungan
baik dengan stakeholder untuk membangun kerjasama dengan setiap
stakeholder dan memanfaatkan peluang keterbukaan kerjasama dengan
para pihak.

e. Menerapkan perencanaan partisipatif untuk mengevaluasi ketersediaan
anggaran dan rencana alokasl anggaran untuk kemudian memanfaatkan
peluang fleksibilitas anggaran guna memenuhi tuntutan kegiatan yang
tingkat urgensinya lebih tinggi,

1. Strateg WEAKNESS ~ OPPORTUNITY (W-0)
Strotegi untuk memonfootkan peluang eksternal yang muncel dori
lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemaharn:

a. Pagu Anggaran yang belum memadal, apabila ada kegiatan urgensi dapat
dilakukan penyesualan dengan memanfaatkan fleksibilitas penganggran
diantaranya dengan melaksanakan rewvisi anggaran.

b. Meningkatkan komitmen staf dan pengembangan sistem reword gnd
punishment dengan kegiatan dikdat dan workshop internal bekerjasama
dengan para pihak memanfaatkan peluang kerjasama yang ada.

©. Mengembangkan  infrastruktur  dan  layanan publik  dengan
mengalokasikan anggaran memanfaatkan peluang revisi / fleksibilitas
anggaran dan kerjasama mutualistis;
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d. Bermodal komitmen memgertahankan citra positif dan semangat
memenuhi animo dan ekspektas publik terhadap performa dan kinerja
institusi, terus melakukan pengembangan SDM.

e. Mensosialisasikan visl untuk menstimulus partisipasi publik dengan
bekerjasama dengan media massa cetak dan elektronik serta media online
dan memanfaatkan peluang perkembangan teknologi  informasi dan
beragam media sosial,

3. Strategi STRENGTH — THREAT (5-T)
Strategl untuk menghodapi don mengatasi_ancaman dengaon jolan
mendayogunakon kekuatan yang dimiliki organisasi:

a. Optimalisasi segala sumber daya organisasi (struktur, pengalaman,
kempetensi, teknologl) serta melakukan kerjasama dengan media massa,
lembaga agama dan OMS untuk melakukan kampanye anti money palitics
menuju terciptanya Pemilu yang berintegritas;

b. Optimalisasi segala sumber daya organisasi (struktur, pengalaman,
kompetensi, teknologi) serta melakukan kerjasama dengan media massa,
lembaga agama dan OMS untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan
pemilih secara sistematis dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih;

c. Penguatan performa dan komitmen kepemimpinan untuk menangkal
politisasi penyelenggara Pemiluy;

d. Terus melakukan koordinasi dengan insan pers dalam rangka
mengantisipasi pembelokan opini yang berdampak negatif bagi
pengembangan demokrasi serta citra kelembagaan;

8. Komunikasi yang konstruktif dan berkelanjutan uniuk mengantisipasi
terfadinya benturan kepentingan yang dapat menghambat tahapan
Femilu serta pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

f. Melakukan penguatan - penguatan internal dalam mengantisipasi
perubahan regulasi serta gugatan / sengketa hukum.

4. Strategi WEAKNESS — THREAT [W-T)
strategi untuk menghindari ancoman untuk melindung! organisasi dari
kelemahan yang odo dolam organisasi:

a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan,

b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi  penyelenggaraan  Pemilu
dengan institusi terkait.
€. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemily.

M
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BAB II
VIS4, MISI DAN TUJUAN

A. VISI -,

| Visi KPU AL kahun 2015 - 2019 sekaligus menjodi WISI nasional
termasuk  KPU Kota Tomohon yakni: Menjodi Penyelenggara Pemilihan
Umum yang Mandiri, Professionol, daon Berintegritas untuk Terwujudnyo
Pemily yang LUBER dan JURDIL,

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen
komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil,
transparan, akuntabel dan mandii serta dilandasi dengan mekanisme kerja
yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan,
berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi
Pemillhan Umum sebagal lembaga penyelenggara pemilihan umum yang
terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Di samping tw, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh umbuk ikt
mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemdlihan Umum dengan visi
Masional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni
pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya sera peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara
pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan  Umum
memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan
umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya
kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

B. Misi
Sebagal upaya pencapaian wisl tersebut Komisi Pemilihan Umum
telah menetapkan 7 {tujuh) MIS! yang akan dilaksanakan gleh seluruh jajaran
KPU termasuk Kota Tomohon selama kurun waktu :Eﬂiﬁrl'ﬂl‘i sebagai berikut
e ;

1. Membangun 50M yang Kompeten sebogoi upoya menciptakon
Penyelenggara Pemilu yang Profesional;

4. Mendolami, mensosialisasikan dan mengoperasionalisasi regulasi di
bidang Pemile serto konsisten mendosori setiop keputusan
berlondasken peraturan perundang-undangan;
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3. Meningkatkan kualitas peloyanan Pemilu, khususnya untuk paro
pemangku kepentingan den umumnyo untuk seluruh masyarakot:

4. Meningkatkan partisiposi don kvolitas pemilih melalul sosiatisas! dan
pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

= Memperkyal Kedudukan Organisasi dalom Ketotanegoroon secara
khusus delom hubungan dengan institusi di tingkot Kobupaten.

6. Meningkatkan  integritos  penyelenggarc  Pemilu  dengon
memberikan pemohaman secarg intensif dan komprehensif
kfususnya mengenal kode etik penyelenggara Pemilu;

7. Mewujudkon penyelenggoroon Pemily yong efektif don efisien,
transparan, akuntobel, serto aksesable.

C. Tujean o~
Dalam mewujudian visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan
vang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:
1. Terwujudnya lemboga KPU yang memiliki integritas, kempetensi,
kredibilitas, dan kopabilitas dolam menyelenggarakon Permilu;
4. Terselenggoranya Pemilu sesuoi dengan peroturan perundangan
yong berfoku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyorokot dalom pelaksonoon
demokrasi di Indonesia;
4. Meningkotnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam
Pemiiu;
5. Terselenggoranya Pemilu yong efektif dan efisien, transparan,
ckuntabel, dan cksesabel,
D. Sasaran
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam
pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur,
sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun
waktus 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan
melalui serangkalan program dan kegiatan. Kebijakan, Program serta
Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana
Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis inf diperlukan untuk
memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber
daya organisasi dalam kegiatan tiap tabunnya.
Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai selama lima tahun
kedepan (2015-2019) adalah sebagal berikut:
m
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1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggoraon Pemilu Dan Manajermen
Kepemniluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis:

b.

Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilgub/Pilwako:;
Persentase jumlah surat suara tidak sah / tidak sah dalam Pemilu
dan Pilgub,/ Pitwako;

Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan
Pilgub/ Pilwako;

Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang
menggunakan hak pilihnya;

Persentase pemilih yang berhak memillh tetapi tidak masuk
dalam daftar pemilih tetap (pengguna KTP dan identitas
kependudukan lainnya);

Persentase PPS/KPPS  yang telah menerima perlengkapan
pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari
sebelum hari pemungutan suara, tepat jumiah dan kualitas;
Persentase dokumen perencanasn tahunan yang diselesaikan
tepat waktu;

Persentase dokumen laporan evaluasi tahunan dan tahagan yang
diselesaikan tepat waktu;

Persentase keglatan rapat pleno perencanaan dan evaluasi
mingguan / bulanan yang dilaksanakan:

Persentase ketersediaan dokumen pemeliharaan data pemilih;
Persentase jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi tahapan
pemilu atau laporan kegiatan tahunan;

Persentase PAW anggota DPRD Kabupaten yang diselesaikan
tepat waktu;

Persentase jumlah bahan informasi publik terkait pemilu yang
diterbitkan;

Persentase jumlah dokumen riset kepemiluan;

Persentaase jumlah dokumen laporan arsip kepemiluan dan
logistik;

Persentase permohanan informasi publik yang dilayani;
Persentase rata-rata updating website per bulan;

Persentase jumlah  kegiatan koordinasi  dan kerjasama
kepemiluan yang dilaksanakan;

Persentase jumiah keglatan sosialisasi dan pendidikan politik
yang dilaksanakan;

e —
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2. Meningkatnya Kopasitas Penyelenggarg Pemilu, dengan indikator
kineri) sasaran strategis sebagai berikut :

Persentase terpenuhinya jumiah Pegawai organik kesekretariatan
KEPU Tomohon;

Persentase  ketepatan wakiu penyelesaian  administrasi
kepegawaian;

Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan;
Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara
Pemilu yang diputus tidak bersalah;

Persentase skor Akuntabilitas pengelolaan keuangan berdasar
LHP BPK/lap pengawasan;

Persentase jumlah temuan BPK finspektorat yang ditindaklanjuti
Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca
Pemily;

Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan anggota
DPRD Kabupaten dan calon Walikota dan wakil Walikota;
Persentase ketepatan wakiu pelaksanaan tahapan Pemily;
Persentase capaian penyelenggaraan Sistem  Pengendalian
Internal:

Persentase capalan laporan  akuntabilitas kinerja  kegiatan
sekretariat KPU Tomohon

Persentase tugas lain ¥ang diberikan KPU dan / atau KPU Provinsi
yang ditindaklanjuti tepat waktu;

3. Meningkatnya Kualitas Reguiasi Kepemiluan don Tingkot Kepatuhan
Terhadop Reguiasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai
berikut

Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam PenyusLEnan
regulasi;

Persentase sengketa hulkum yang dimenangkan oleh KPL;
Persentase Surat Keputusan yang diterbitkan tepat waktu sesuai
S0P;

Persentase dokumen regulasi kepemiluan yang digandakan/
dicetak/disosialisasikan;

Persentase Pedoman Teknis Tahapan yang diterbitkan;
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BAB I
ARAH KEBLAKAN DAMN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Masional

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tghun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPIPN] 2005 = 2025 telah ditentukan
tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional [RPIMN]. Dalam pentahapan RPIPN 2005 - 2025, RPIMN
tahap ke = 3, yakni pada tahun 2015 - 2019 bertujuan untuk memantapkan
pembangunan secara menyelurub dengan menekankan pembangunan
keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang
tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu
pengetahuan dan teknologl. Untuk mencapai sasaran RPIMN 2015 - 2019,
yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertzhanan dan
keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah
antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi
demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun
transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;dan (3) penyempurnaan
dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan
dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapal agenda tersebut adalah
sebagai berikut:

A. Melanjutkan konsolidasl demokrasi untuk memulihkan kepercayaan
publik

a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong

kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat
sipil yang akanditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan
kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait
dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu
vang partisipatif; (2] Pengaturan yang mendorong netralitas
birokrasi melalul sanksi yang lebih keras; (3] Penyelenggaraan
Pemnilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4)
Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi
peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan
organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam
mendorong  proses demokratisasi; (7] Penguatan  koordinasi
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pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8)
Pengualan kerja sama masyarakat politk, masyarakat sipil,
masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses
demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai
bagian dari lembaga penyelenggara pemily yang dapat
melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan
pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog:

b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh
melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UL Pemily Vang
dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai  bagi
kepentingan pemilu; (2] Perubahan UU Parpol untuk mendorong
pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi,
rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan
partai politik melalui APEN/APBD untuk membangun parpol sebagai
piranti dasar bangunan demokrasi; () Pelaksanaan pengkajian yang
terkait dengan sistem kepemiluan, system kepartaian, dan sistemn
presidensial.

B. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan  kinerja

Instansi secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses pubiik
yang askan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan
kebijakan system pengawasan intemn pemerintah; penguatan
pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan
pemantapan implementasi system akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (SAKIP) pada selurub instansi pusat dan daerah:

b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses
pemerintaha dan pembangunan yang sederhana, efisien dan
transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi,
antara lain: penguatan egovernment Yang mengatur
kelembagaan e-government, penguatan sistemn dan infrastruktur
e-government yang terintegrasl; penyempumnaan/ penguatan
sistern pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem
katalog elektronik; dan penguatan system kearsipan berbasis TIK.

€. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung
lerwujudnya penyelenggaraan  pemerintaban  vang  terbuka,

partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta
pengawasan terhadap penyeleng-garaan negara dan pemerintahan.
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Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap

badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang

keter-bukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan angezaran ke dalam website miasing-
masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun
dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik: pengembangan
sistern publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diaksas
publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure {SOP) layanan
publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan

Nasicnal; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi

Indonesia.

C. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif,
efisien, sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan
desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS):
penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah
yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi
dan kewenangan, penyederhansan struktur secara vertiksl
dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik
di pusat maupun di daerah.

b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional
yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan
kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birckrasi
nasional: penataan regulasl dan kebijakan di bidang aparatur
negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi
pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi
pelaksanaan RBN.

€. Penerapan manajemen Aparatur Sipll Megara (ASN) vyang
transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan
melalul strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan
CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan
pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan
seleksi pegawal yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi
informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas
penyelenggaran diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka,
kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin
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efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
penerapan sistemn manajemen kinerja pegawai; dan penguatan
system informasi kepegawaian nasional,

d, Peningkatan kualitas pelayanan publik yvang ditempuh melalui
strategi, antara lain; memastikan implementasi UU 25/2005
tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi
pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas
pengawasan pelayanan publik.

3.2 ARAH KEBUAKAN DAN STRATEGI KPU KOTA TOMOHON

Arah kebijakan dan strategi Xomisi Pemilihan Umum merupakan
uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.
secara terstruktur uraian tersebut dillustrasikan dalam sebuah peta strategi
yang komprehensif. Peta strategi ini  merupakan suatu  proses
penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran
strategi dengan sasaran strotegi lainnya untuk menguji alur pikir suatu
strategl. Peta strategi ini mempunyal tiga perspektif yaitu: perspektf
peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok
lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi
dasar (basic strategy] Komisl Pemilthan Umum yang bersifat jangka panjang
dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapatan visi dan misi Komisi
Femilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanzan tugas pokok lembaga
merupakan perspektif pengarsh strategis [strategic drivers] yang
menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam ranghka
menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan  Umum. Sedangkan
perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan ksinginan
dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisl
Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal vyang dimaksud adalah Partai
Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya [DEPP dan Bawaslu),
Instansi pemernintah Fusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun
gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 - 2019
adalah sebagalmana ditampiikan pada gambar berikut:

e e — o — )
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Gambar & -
Peta Strategl KPU Tahun 2015-2019

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon pada kurun waktu 2015-2019
dkan menggunakan 3 (tiga) program serta 9 (sembilan) kegiatan yang
merujuk pada program dan kegiatan KPU RI. Adapun program-program dan
kebijakan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan
Komisi Pemnifihan Umum adalah sebagai berikut:

A. Program Duokungan Manmajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya.

Program ini dengan sasaran program [outcome) yang hendak dicapai
adalah terlaksananya fasilitasl pembentukan lembaga riset kepemiluan dan
operasionalisasinya, terlaksanannys pemutakhiran data pemilih melalul
sinergitas dan  sinkronisasi dengan Ducapil Kota Tomohon, dan
terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian
dilingkungan KPU Kata Tomohon,

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data
Pemillh melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil di Kota
fomaohon; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organic kesekretariatan
KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi
kepegawaian.

Arah kebijakan program ini adalah ;

1) Menjabarkan dan melaksanakan dokumen perencanaan dan

penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta

hasil monitoring dan evaluasi.

e B I i T T e ———
AfAcnng Srtegi LA Nofy Tomoban Tefun 2315 T019 19



2) Terselenggaraanya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan,
pendistribusian, nwentarisasli sarana dan  prasarana  serta
terpenuhinya logistik keperluan Pemilinan Umum.

32} Terselenggaranya dukungan operasional dan  pemeliharaan
perkantoran sehari-hari untuk KPU Kota Tomohon

4] Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan
administrasi kepegawaian di linghungan Setjen KPU Kota Tomohon,

5) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
administrasi kevangan di lingkungan KPU Eota Tomohon

6) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang transparan dan akuntabel,

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada
tabel berikut :

Tabel 4. Kegiatan dan Indlll__t-:l;_ﬂlrhl_ljl I{qqh_hn ﬂ:ry,nm Dubkungan
Manajemen dan pelaksanaan tugas Teknls Lainnya
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PROGRAM/

N INDIKATOR KINERIA

o EEGIATAN SASARAN KEGIATAMN KEGIATAN

1.1 | Pelaksanaan Terlaksananya sistem Ketepatan dan
Akuntabilitas akuntansi dan pelaporan kepatuhan dalam
Pengelolaan keuangan pengelolaan
Administrasi administrasi keuangan |
Epuangan sarta Jumish laporan
diingkungan system akuntans dan
Setjen KPU pelaporan keuangan

Tersusunnya laporan Penvyajian [
pertanggungiawaban Panvvampalan laposan |
Penggunazan anggaran pertanggungjawaban
penggunaan anggaran |
(¢ LPPA) yang tepat |
= waktu dan valid
Terlaksananya layanan Eetepatan Pembayaran
| perkantoran Gajl [ Honos /
| Tunjangan Kinerja
Le ¥ = gy o : Pegawai.

1.2 | Pengelolaan Data, | Tersusunnya perencanaan Parsentase jumlah,
Dokumentasi, kebutuhan bogistik, jenis, alokasi dan
Pengadaan, pedoman dan evaluasi peruntukan logistik
Pendistribusian, | manajemen logistik Pemilu | Pemilu yang tepat
dan Inventarisasi | Terwujudnya Fasilitas) Persentase Fasilitasi
Sarana dan Pra Pengadaan Logistik Pemilu | pengadaan Logistik
Sarana Pemily Pemiiu

Terlaksananya Inventarisasi | Perdintase
| Logistik Pemiby pelaksanaan
Inventarisasi Logistik
| Permibu
| 1.3 | Pelaksanaan Tersedianya dokumen Persentase kesesuaian
Managemen peErencanaan dan antara Renstra dan
Perencanaan dan | penganggaran, koordinasi Renja K/L dan RKA KL
Data antar lembaga, data dan
Informasi serta hasil
| monitoring dan evaluasi. |
Terwujudnya slstem | Persentase Iap_l:rr;n
administrasi | monitoring dan
penyelenggaraan pemile | evaluasi yang
yang tertib, efektif dan akuntabel dan tepat
efisien wiaktu ;
Termd'r.:m data dan Persentase Laporan |
Infermasi kepemiluan pelaksanaan kegiatan
Tersusumnmya dokumen Persentase
Pemutakhiran Data Pemilih | pemutakhiran
data pemilil di tingkat
kelurahan di Kota
Tomohon melalui
sinergitas dan
sinkronsash dengan
Dukcapil
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Terwujudnya Sistem lumlah penerapan
Aplikasi KPU sistem aplikasi yang
digunakan dalam
penyelenggaraan
) Pemilu
L4 | Pembinasn Tingkat ketepatan tertib Tingkat ketepatan
sumber Daya administrasi dan tertib
Manusia, pengeiolaan SOM administrasi dan
Pelayanan dan pengelolaan SOM
Administrasi RS
, Kepegawaian Terlaksananya Diklat Layanan peningkatan
Teknis dan Dikdat Struktural | kompetensi 5D
L5 | Penyelenggarsan | Meningkatnys Persentase sosialisasi
Operasional dan | penerapan Elektronik diany
Pemiliharaan Sistemn Kearsipan di penerapan sistem
Perkantoran, KPL Prowinsi kearsipan elektronil di
EPU Provinsi
Meningkatrniya kapasitas Persentase ketepatan
personil pengelala BMMN dan tertib admanistrasi
| pelaksanaan evaluasi
tindak lanjut
Meningkatnya akuntabilitas | Persentase mengelola |
penataan, pendataan dan arsip sesuai aturan
penilaizn arsip kearsipan
Mzﬂhp::tnu kualitas Persentase pemenuhan
pelayanan administrasi keébutuhan sarana dan
perkantoran prasarana administrasi
penunjang kinerja
| prgawai
16 | Pemeriksaandi | Tersusunnya laporan Persentase KPU Kab [
Lingkungan hasll Evaluasi LAKIP Kota yang
Letfen KR, mendapatkan nital
Sekretariat KPU ekuntabilitas kinarja
Propinsi, dan minimal CC
SekretariatkPy |
Kab/Eata Tersusunnya laporan hasil | Peningkatan kualitas
review laporan keuangan penyusunan laporan
keuangan setuai SAP

B. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase

ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU Kota

Tomohon sesual dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan

waktu harmonisasl dan penyusunan keputusan KPU Eota Tomohon

sesual dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian
dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :
“
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1. Terselenggaraanya penyusunan rancangan keputusan KPU kota
Tomohon, pendokumentasian informasi  hukum, advokasi
hukum, dan penyuluhannya

2. Terselenggaranya bimbingan teknis/ supervisi/ publikasi/
sosialiasi penyelenggaraan tahapan Pemdlihan Umum dan
pendidikan pemilih.

Rincian kegiatan dan indlkator kinerja sebagaimana disajikan dalam

table berikut:

Tabel 5. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan
Kelembagaan Demokrasi dan Perbalkan Proses Politik.

s e __________
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C. Program Sarana dan Prasarana.

PROGRAM/
INDIKATOR KINERIA
HO KEGIATAN SASARAN MEGIATAMN KEGUATAN
21 | Penaylapan Meninghatnya kisslitas Tinghat ketepatan penyiapan
Femyusunan adbvokasi dan sengketa bahan kafjan) dukungan
Rancangan hukum | untuk pertimbangan/opini
Peratuwran KPL, hakum |
Advokasi, dan penpelesaian dengan |
Penyelesaian tepat waktu :
Sengketn dan |
Peyuluhan Meninghatrya pelayanan Terlaksananya pengelolaan |
Persturan wiminisirasi Kepemiluan dokumen produk hukuam
PEruRdang-
undanganya'® [ Terwujudnys Penyuluhan | Persentasi kelkutseriaan
Barkaitan dengan Peraturan perundang- dalam keglatan Pempubuhan |
Penyelenggaraan | o gangan Parmilu dan Peratiran KPLU .
Pemihs, Pemilukada
22 | Pedoman, Tedaksararya proses PAW | Prosentase proses PAW
| Petunjuk Teknis anggota OPFR, DFD, DPRD anggota OFR dan DPD, DPRD
| dan Bimbingan Provingi dan DPAD Provinsi dan DPRO
| Teknisf Supervith/ | Kabopaten |/ Kota Kabupaten Eots dapat
Publikaif diselesaiban dalam waktu 5 |
Sosialisazi hari karja
Penyelenggaraan
Pemilu dan Terusunnys Dokumen Persentase Jumlah data
Pandidikan Teknis Pemilu Legisiatil, wria dokamen Pemilu,
pemiliby, Pemilu Presiden dan Wakil | Pemiy Presiden dan Wakil
Presiden serta Pemilukada Prosiden seria Pemidulada
Terwujudnya Pusat Jamlah kegiatan Pendidiuan
Pendidikan Pemdih Pernildh
Tersedianya informast dan Perientase penyampalan
publikasi seria sosialisasi infarmasi dan publikasi serta
Pemilu dan Pemilukads agsializasi pada Pemily dan
I: Pemidukada

Dutcome yang diharapkan dari program ini adalah memodeainye sorona dan
prosorang  operasionalisasi Komisi Pemilihan Umum  KobupotenKoto.
Program ini belum tersedia dikarenakan KPU Kota Tamohon sudah memiliki
Gedung dan Gudang kantor.

3.3. KERANGKA REGUILASI

Salah satu misi KPU adalah menyusun regulasi yang memberikan
kepastian hukum, progresif dan partisipatif, Adapun regulasi yang
diterbitkan di lingkungan KPU Kota Tomehon merupakan penjabaran teknis
dari regulasi berjenjang yang berada di tingkat atasnya. Produk hukum yang
diperiukan dalam periode 2015-2019 dapat dibagi menjadi dua kategori
vakni:

1. Keputusan terkait tahapan pemilu; dan
2. Keputusan terkait non tahapan permilu,
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Masing-masing dari ketegori regulasi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut
dalam paparan sebagai berikut:
1. Keputusan terkait tahapan pemily; dan
a. Pemilu nasional {perilu legislative [ Pileg dan pemilu presiden/ Pllpres)
1) Pembentukan Badan Penyelenggara Pileg dan Pilpres
2) Kelompok kerja kegiatan tahapan Pileg dan Pilpres:
3} Permutakhiran Data Pemilih Pileg dan Pilpres se Kota Tomohon
4) Jadwal dan tona kampanye Pileg dan Pilpres Tingkat Kota Tomahon
5] Penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap
Anggota
DPRD Kota Tomohion;
&) Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pileg dan Pilpres;
T} Penetapan calon Pileg terpilib.

b. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
1] Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota secara serentak;

2) Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

3) Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:

4) Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

5) Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wallkota :

&) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Wallkota;

7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota;

B) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan
periengkapan penyelenggraaan pemilu dalam  Pemilihan
Bubernur, Bupati dan Walikota:

9) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota;

10) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.

2. Keputusan terkait non tahapan pemilu:
a, Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertangungjawaban;
€. Peraturan tentang kepegawalan;
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d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas,

3.4, KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan inl merujuk pada organisasi KPU RI,
pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/XPUD, serta sumber
daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU skan terus
dilakukan melalul upaya-upaya sebagai berikut;

a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu baik di
tingkat pusat provinsi maupun badan od hoc serta Panitia Pengawas
Pemilu Kota Tomohon;

b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap sub bagian di lingkungan
EPU Kota Tomohon;

€. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar sub bagian dan
lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan,
sinergis, harmonis, efektif dan efisien;

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional,
berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi
organisasi KPU dengan baik;

e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagl pemilih sebapai
upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk
berdemokrasi secara berkualitas;

f. Pemutakhiran data pemilih medalul koordinasi dan kerjasama yang
efektif dengan stokehofders dan/atau pihak ketiga; dan

E- Penguatan kerfasama dengan Lembaga pemerintah dan non
pemerintah.

e e = S
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapal oleh unit
kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun
target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam kurun waktu
2015 - 2019 disajikan pada tabel & berikut ini:

Tabel 6. Target Kinerja Tahun 2015-2019
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PROGRAM TAHUM TARGET
NO | MEGIATAM AR INDIKATOR KINERIA
005 | 2016 | 017 iﬂllﬂ.’l

L | DLUNGAN MAMATEMEN DAN PELACAMALN TUGAS TLENE LAINNYA KPU

11 | Pelskisnaan Terlaksananya sistem | Ketepatan can kepaluhan 1 i1 £ 13131
Akurtabilitas akurtaresi dan daam pengelelaan Isp | Lop | Lap | log | tLop |
Pengelelaan pelzporan kevangan | adminiserasi brusnpan serta
Aulrinsrdsh lumiah laparan system
Leuargan akuntaral dan peleporar
dErgngan 1] keuangan )

Setjen KPU Temasunnya laporan | Peryajian | Peryampalan 1 I 1 1 1
piTanggungireaban - lnpoman bap | lap | Lap | lap | dLap
PengRUndan prrianggunpianaban
argpgaran PEnppuUnaan anggacsn (e LPPA}

yang Tepat wikiu dan vald

Terlaksananya Erippakan Permbayaran Gaji 100 100 100 | 100 100
layznan Homnor f Turgargan Knerja b ;.1 % ] ;]
perianioran II'ItHIH.

11 | Pengelolaan Tersusuraya " Persentase jumian, jena, 0% | D% [ 90% | 100 | 100
Data, poreRCanEan alckasi dar penanakan = L
Dyl P Lk, kebutwhan logistil, liagistic Pammnili yanp 18pst
Pengadaan. pedoman dan
Pien i 1ribaisian, rrl'h.ll:.irllnqmml
dan logistik Femily ]
::“::m Tervujusdng Parsmmtine Faulitas) MK [ 90% | 100 | 0% | 0% |

parigand win Logistik Pemilu B
Sarana Pemily | oo rad Pengadasn
Logitik Pemida
Serhbusnime Persentase pelaianaan 70% | BO% | 5% | O% | O%
| isasl Logstl | MPEnEanisasi Lagistik Pemily
Fernifiy

13 | Pelaksanasn Terwecanya PRrantaiE kesessalan antara | 15% | 775 | 775 | 7795 | 775
Maragsmon dakiumen Renstra dam Ranja KL dan REA O | OW | 0% | O%
Perdmcafugn pErETAnIan can EL
dan Dala BETEANEEaran,

hoordnas antar |
; lembaga, data dar
| informan serta hasil
i mssnitoring dan
| vz
| Tirae judfnyg sham Persentase laparan Tk | 775 | 778 | 775 | 775
sdrminigtras monitorang dan cvalsati 0% | O% | 0% | D%
perelenggamen yarg akuntabed dam fepat
pemiu waktu
ving tertih, elakd
dan
efisien
Tersodianya data dan | Persentoe Laporan D0 |10 | IDD | EOD | 104
informas kepemian | pelsksanaan kegiatan L % % %
Tersisurnya Perseniise perutsiiean 10 |00 |00 | M0 | 100
dizksiin dsta pemili di brgkat L 1 % | %
Pemuinkhiran Daks knlyraharn di Kota |
Pamnilih Tamehon mekbul |
snengitay dor sinkronisasi '
dengan Dukcapd
Tervuyudnya Sistern | Jumdah pencrapas skem | i 1 :I.-l i
Aplikasi KPU aplkasl yang digunakan Aplih | Agli | Agls | Apkk | Aphk
dxam ahi asi o -l au
petyeiagEaraan Pemihki I |
|

Revcgng Firamega KPY Katg Towohon Taton J015 2019



1.4 | fembnaan Tingkat ketepatan | Tingkat ketepatan tertib EL so% | so% | som
Swmbeer Dava Eeriib admenistrasl dan pengeiolaan
arusa, achministram dan S0M
Pelayaran dan | pengebolaan SORA
Adminsirasi =t
Kepegawalan Terlaksananym Diklat | Lavanan peningkatan w00 |1e |10 |00 | 100
I;"Eh‘ﬂh‘lwlt komgpetens 508 O % ] b T
Shruktural
15 | Penyelenggaras | Menmgiatnym Persentese sos-alisasi dan E0M | 554 | G0% 7o BO
n Ogrerasional penerapan [ekironik | penerapan siiem i |
dam Satemn Kesrsipan di kearsipan elekbronic o
Pamisiifaraai KPLI Prisans EPL Provinsi
Perkantoran, 1= =
taeninghairya PRTRENTAsE bETEpanan fan % | 00 | i | 100 | 100
kapatitas et sdmireras pelakiaraan % ! “ 3
persenil pengeials wynluati tindak linjut
;11
Meningkatrya Porsentase menpiola arsp 50%W | GO% | IO i} Lk
akuntabilitaz sesual aturan kearsipan k. L
perataan, perdataan
dam penilasarn arsp
Maninghsirya Parsgnking permeiuben 80% | BS% | B5% | B5% | BS5%
lualnas kbaiuhan sisars dan
pelayanan prasarans sdiminlstrasi
atirmanistas pishiishjang binerja pegawal
perkanorEn
L& | Pemeriasandi | Tersusunnya eporan | Persentase KFU Kab f 0% | a0% | 6G0% | BO% | 100
Lsghungan haul Evaluas LAKIP | Kots yang L
Setien KPU, mendapatian mdai
Seloretariat KPU akuriiabitag kineja
Propline, dan mminimall 00
Selnetanat KPU
R . e e e e e e
Tersusannys Bporsn | Penknghatan bualites WTP | wWTR | WTP | WTR | WTP
hasil review laporan | penyusianan laporan keuangans |
louangan Hiiudi SAP
1. | PROGRAM FINGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRAS DAN FERRMEKAN PROSES POUTIK
21 | Peryapan Fzningiainya Tirget Kedepatan peimyapan BE% | AT% | BTN | A7WN (BTN
Peryusunan hlags behan kafen dubungen untuk
Radicangan gkt dan el riganomni nakem
Pevaturan KFL, | sengketa builum dan peryeledaian dengen tepat
m' — -m
Pl diiddn Meningkatrya Terlaksananya pengshciaan G0% | 90% [ 91w | O1W | 91w
Senghkets dan pelaysnan dokurmen prosuk bukum
Pernyuluham adrmmnisbras:
Paraiuaam Kepermibuzn
Perunifang [ Tarwjudey Persentasl kelkutsertian 100 |10 |10 | 100 | 100
lndangan YNk | panyulutan dalem kegiatan Penyuluhar K (% H ﬂ %
berkaitan Petaburen Peratargn KL
gEngan perendang wundangar
Penyelenggenaa | pprdy dan
n Pemilu. Pemdiiass
3.2 | Pedoman, Terlsksananya proses | Prosentase proses PAW iphy | Jpic | Qpht | Bpht | 1pkt
Petunjul Teknis | PAW Anggota DPR, anpgota DA dan OPD, DPRD
dan Bimbingan | DPD, DPED Provirsl Provérsl dan DPRD
Teknis/ dan DFRD Kabupaten | Kabupaten/Kota dapat
Supervisl) J Kot diselesaikan dalamwakiu &
Publikasy it harl kerja
e Tier s manrga Persengase umdah dala 4ima lpht | 1phy | Iphs | Ipkt | 1phk
Penyeleniggaraa | Dokumen Tekni dokumen Pemae, Pamilu
r Pemily dan Py Logislati, Presiden dan Wabkd Fresioen
Pendidikan Pemidu Fressien dam seria Penliukeds
pomili. ‘Wakil Presiden serta
Femiciana |
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Tarwaijudiiya Pusal Jumlah kegiatan Perdidikan
Pendidikan Pemilih Pemilih

Tersedarya Persentaie peryampaian 7
informad gan infarmasi dar publikas seria
puibliaw wrea simulisast pada Pormily
sedialionl Pemiba dan | darPemihikada
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4.2. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Tormohon dalam
kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU
sebesar Rp. 12.425.643,.000

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar

Rp.D

Tesrsitisnya pecurg
dan gutiang KPL di
daarah

3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses
Politik sebesar Rp. 235.217.000

—

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel

berikut

Tabel7. Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Tomohon
Selama 5 Tahun [2015-2019)
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Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode
2015-2019 dapat dilihat pada tabel B berikut :
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun
2015-2019 adalah dokumen perencanaan 5 {lima) tahiunan dan merupakan
panduan bagi Komisi Pemilihan Umum dan seluruh unit kerja sehingga
konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan,
Rencana strategis inl berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi
yang meliputi kebljakan dan program untuk kurun waktu 5 (tima) tahun
mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang
akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015-2019
merupakan komitmen bersama seluruh elemen KPU Kota Tomohaon untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan
kinerja sesual dengan target yang ditetapkan dalam RPIMN 2015 - 2019,
Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan
acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorentasi pada
kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti
dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan
Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target
kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalizasikan,

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangks menengah
Komisl Pemilihan  Umum Kota Tomohon Tahun 2015-2019 ind disusun,
semoga Rencana Strategls Komisi Pemilihan Umum Kota Tomchon untuk 5
[lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Tomohon, Februard 2016
Kornisl Pemilihan Limum

R#nCOaT SoTTga APL Ko Tomohos Tohes M-S Ak



